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ARTICLE INFO ABSTRACT

Article History Penelitian ini bertujuan untuk melihat kebijakan yang diterapkan oleh
pemerintah dalam mengembangkan sektor kemaritiman serta
efektivitas dari kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif. Hasil temuan menunjukan bahwa sektor
kemaritiman memiliki potensi yang besar untuk menjadi salah satu
sektor ekonomi yang strategis bagi Indonesia. Namun demikian,
Correspondence terdapat beberapa tantangan penting yang harus dihadapi dalam
mengembangkan sektor ini, di antaranya adalah masalah infrastruktur,
regulasi, dan pengelolaan sumber daya. Untuk mengatasi tantangan
tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan konsep dan
gagasan kemaritiman yang mengedepankan pembangunan
infrastruktur dan sumber daya manusia, penguatan kawasan
masyarakat maritim, serta peningkatan kerjasama internasional.
Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan model implementasi
kebijakan pengembangan kemaritiman yang melibatkan partisipasi
aktif masyarakat, sektor swasta, serta peningkatan investasi domestik
dan asing. Dalam melaksanakan kebijakan ini, diperlukan sinergi antara
berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, swasta, masyarakat, dan
pengusaha.
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Pendahuluan

Sejarah kemaritiman Indonesia sangatlah kaya dan panjang. Sebagai negeri kepulauan, Indonesia
memiliki potensi sumber daya laut yang begitu besar (Saputra, 2018). Sejarah kemaritiman Indonesia
bermula dari peradaban maritim yang pernah ada di Indonesia sejak zaman prasejarah. Pada abad ke-7
Masehi, Kaum Sailendra menjadi kekuatan maritim di wilayah Asia Tenggara dan mampu membangun
kerjasama dengan negara-negara lainnya seperti Tiongkok dan India (Marzugi, 2018). Pada abad ke-13,
Kerajaan Singasari dan seterusnya Kerajaan Majapahit menjadi kekuatan maritim di Nusantara dengan
menciptakan hilirisasi perdagangan bahari (Limbong, 2015). Ketika bangsa Eropa mulai mendominasi
perdagangan dunia di akhir abad ke-15, Indonesia menjadi sasaran utama ekspansi bangsa-bangsa Eropa
seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris dalam mencari rempah-rempah dan sumber daya alam
lainnya di wilayah Indonesia.

Sejak itu, Indonesia menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dan mulai dikenal dunia sebagai
Nusantara. Belanda menjadi kekuatan paling dominan di Indonesia dan menguasai seluruh pelabuhan-
pelabuhan penting di Nusantara hingga terjadinya perjuangan Indonesia melawan penjajahan pada tahun
1945. Setelah kemerdekaan Indonesia, Indonesia kembali memperkuat sektor kemaritiman dengan
membentuk TNI Angkatan Laut pada tahun 1945 dan juga dibentuknya organisasi dunia maritim yang
bernama Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 1946 (Perkasa, 2015). Dalam perjalanan waktu,
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Indonesia terus mengembangkan sektor kemaritiman yang diintegrasikan secara luas dengan
pembangunan ekonomi, budaya, dan sosial di Indonesia. Sejak tahun 2014, Indonesia memasukkan maritim
ke dalam program prioritas reformasi struktural nasional, sebagai bagian dari strategi untuk menjadikan
Indonesia sebagai poros maritim dunia (Hammervoll et al., 2014).

Indonesia sebagai poros maritim dunia merupakan konsep yang mencerminkan potensi geografis
Indonesia sebagai negara yang berada di antara dua benua dan dua samudera, serta memiliki lebih dari
17.000 pulau dengan garis pantai yang panjang. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai jalur
perdagangan dan transportasi laut yang menghubungkan berbagai negara di Asia, Eropa, dan Amerika.
Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi sumber daya laut yang melimpah seperti ikan, gas, dan minyak
bumiyang dapat dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi maritim nasional (Djalal, 2013; Pangemanan,
2019).

Dalam hal ini, Indonesia telah mengeluarkan program strategis yaitu Global Maritime Fulcrum (GMF)
yang bertujuan untuk meningkatkan peran Indonesia sebagai poros maritim dunia dan fokus pada
pengembangan sektor maritim dan pelayaran national. Program ini meliputi pembangunan kapal, industri
maritim, dan pengembangan pelabuhan nasional yang dapat meningkatkan konektivitas dengan negara-
negara lain (Centre For Strategic and International Studies, 2014; Wardhana, 2016). Konsep Indonesia
sebagai poros maritim dunia juga melibatkan peran aktif Indonesia dalam memelihara perdamaian dan
keamanan maritim di kawasan dan meningkatkan kerja sama dengan negara-negara lain dalam sektor
maritim (Miere, 2014). Dengan demikian, Indonesia mampu membuktikan bahwa negara maritim yang
dibumbui dengan kearifan lokalnya dapat memajukan dirinya sebagai negara yang menyumbangkan
keberlangsungan kelautan global.

Indonesia memiliki banyak potensi kekayaan dan sumber daya di sektor tersebut namun masih
menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Beberapa faktor yang menyebabkan masalah di sektor
kemaritiman Indonesia antara lain kurangnya investasi dan perhatian dari pemerintah, infrastruktur yang
kurang memadai, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia di bidang maritim (Global Busines Guide,
2018; Mulachela, 2022). Selain itu, permasalahan di sektor kemaritiman juga menimbulkan dampak negatif
dalam hal ekonomi, lingkungan, dan keamanan nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang
komprehensif dari pemerintah dan seluruh stakeholder terkait untuk memperbaiki kondisi di sektor
kemaritiman Indonesia agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kemajuan dan kesejahteraan negara
(Dilenia, 2019; Saha, 2016).

Nawacita adalah agenda pembangunan jangka pendek dan jangka panjang pemerintah Indonesia yang
pertama kali dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2014. Nawacita terdiri dari sembilan
prioritas pembangunan yang meliputi (1) memperkuat ekonomi Indonesia, (2) meningkatkan kualitas
pendidikan dan pelatihan SDM, (3) membangun infrastruktur, (4) mempercepat pembangunan daerah-
daerah terpencil, (5) meningkatkan kualitas pelayanan publik, (6) mengurangi kemiskinan, (7) mengurangi
kesenjangan antara daerah, (8) meningkatkan lingkungan hidup, dan (9) menghadapi tantangan global
(Abdullah & Ahmad, 2019; Arif & Kurniawan, 2018). Kemaritiman Indonesia merupakan salah satu aspek
dari Nawacita, terutama pada prioritas pembangunan nomor 1 (memperkuat ekonomi Indonesia) dan
nomor 8 (meningkatkan lingkungan hidup). Kemaritiman Indonesia mencakup segala hal yang berkaitan
dengan laut dan pulau-pulau kecil, seperti sumber daya alam laut, transportasi laut, keamanan maritim,
pariwisata maritim, dan sebagainya.

Oleh karena itu, Nawacita sangat berkaitan dengan Kemaritiman Indonesia karena Nawacita bertujuan
untuk memperkuat perekonomian Indonesia dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di Indonesia,
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termasuk potensi di sektor kemaritiman. Dalam Nawacita, pemerintah mengusung konsep Pembangunan
Berbasis Kelautan dan Perikanan (PBKP) yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi
sumber daya laut dan pulau-pulau kecil, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau
kecil, serta meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan. Dengan demikian, Nawacita dan
Kemaritiman Indonesia saling terkait dan saling mendukung dalam upaya membangun Indonesia menjadi
negara maritim yang maju dan sejahtera.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan
sektor kemaritiman sebagai sumber daya yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan yang semakin meningkat,
maka kebijakan pengembangan sektor kemaritiman di Indonesia merupakan hal penting untuk dilakukan.
Konsep dan gagasan yang matang mengenai pengembangan sektor kemaritiman di Indonesia dapat
membantu pengembangan sektor kemaritiman di Indonesia akan berjalan secara berkelanjutan dan
manfaat yang dihasilkan akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif adalah suatu
pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dalam konteks alamiahnya. Pendekatan ini
biasanya menekankan pada pengumpulan dan analisis data yang mendalam dan terperinci, serta
memperhatikan aspek-aspek subjektif seperti nilai, keyakinan, persepsi, dan pengalaman individu yang
terlibat dalam fenomena sosial tersebut (Moleong, 2012). Metode penelitian yang menggunakan prinsip-
prinsip logika sebagai alat analisis. Prinsip-prinsip logika yang dapat digunakan dalam metode ini antara lain
deduksi, induksi, analogi, generalisasi, kontradiksi, dan sebagainya. Penelitian yang menggunakan metode
logika umumnya dilakukan dengan mengumpulkan data atau informasi terkait masalah yang sedang diteliti.
Setelah itu, data tersebut dianalisis dengan menggunakan prinsip-prinsip logika untuk mencari sebab-akibat
atau hubungan antara berbagai variabel yang terlibat dalam penelitian tersebut. Metode penelitian model
logika umumnya digunakan dalam penelitian ilmiah dan studi literatur (Galvan & Galvan, 2017).

Hasil dan Pembahasan

Tantangan Besar Sektor Kemaritiman di Indonesia
Tantangan kemaritiman adalah permasalahan, hambatan atau tantangan yang muncul dalam menjaga
keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan aktivitas di wilayah laut dan pesisir, serta pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Tantangan kemaritiman meliputi berbagai aspek
seperti perubahan iklim, pencemaran laut, kegiatan illegal di laut, serta konflik wilayah dan kepentingan
negara-negara yang memandang laut sebagai sumber daya strategis (Devi & Sadad, 2022). Tantangan
kemaritiman menjadi fokus utama bagi negara-negara yang memiliki wilayah laut dan aktivitas maritim yang
mencakup berbagai sektor seperti perikanan, transportasi, industri, dan pertahanan. Indonesia sebagai
negara kepulauan memiliki tantangan kemaritiman yang cukup besar di masa yang akan datang, antara lain:
1. Penanganan karang mati: Indonesia memiliki terumbu karang terbesar di dunia, namun terumbu karang
tersebut mengalami kerusakan akibat perubahan iklim, pencemaran dan aktivitas manusia. Upaya
penanganan karang mati dan upaya pelestarian terumbu karang harus terus dilakukan agar terumbu
karang Indonesia tetap lestari.
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2. lllegal fishing: Masih maraknya penangkapan ikan secara illegal oleh kapal asing di wilayah perairan
Indonesia, menyebabkan kerugian besar bagi Indonesia baik secara ekonomi dan lingkungan. Maka,
penegakan hukum dengan tegas terhadap kapal-kapal ikan ilegal harus terus dilakukan.

3. Perubahan iklim: Perubahan iklim yang semakin ekstrem dapat mempengaruhi kuat arus, gelombang
laut dan pasokan air bersih, yang tentu saja akan mempengaruhi sektor kemaritiman Indonesia. Oleh
karena itu, upaya mitigasi terhadap perubahan iklim harus diutamakan dalam pembangunan sektor
kemaritiman untuk masa depan.

4. Ketergantungan pada ekspor mineral: Indonesia saat ini masih sangat tergantung pada ekspor mineral,
seperti batu bara, gas, dan minyak. Hal ini akan membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga
dan permintaan global terhadap komoditas tersebut. Oleh karena itu, Indonesia harus memperkuat
sektor non-mineral dalam sektor kemaritiman, seperti pariwisata, perikanan, dan pengolahan hasil laut.

5. Kekurangan Infrastruktur yang memadai: Infrastruktur yang memadai sangat penting bagi sektor
kemaritiman. Sudah banyak terjadi insiden kecelakaan laut akibat faktor infrastruktur yang kurang
memadai di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus terus meningkatkan pembangunan
infrastruktur di wilayah perairan Indonesia.

ltulah beberapa tantangan kemaritiman yang dihadapi Indonesia di masa yang akan datang.
Pemerintah dan masyarakat Indonesia harus bersinergi untuk mengatasinya agar sektor kemaritiman
Indonesia dapat berkembang secara optimal dan lestari.

Konsep dan Gagasan Kemaritiman di Indonesia

Konsep dan gagasan Kemaritiman di Indonesia merupakan suatu upaya pemerintah dalam menjadikan
laut sebagai pemersatu bangsa, meningkatkan pelayaran nasional, serta memperkuat Indonesia sebagai
negara maritim. Pada dasarnya, Kemaritiman mengacu pada kebijakan dan strategi pembangunan nasional
yang melibatkan semua sektor dalam pemanfaatan laut dan wilayah perairan untuk meningkatkan
kemakmuran rakyat. Konsep Kemaritiman sendiri berangkat dari fakta bahwa Indonesia memiliki wilayah
laut yang sangat luas dan kaya sumber daya alam lautnya, namun masih minim pemanfaatan dan
pengelolaannya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memandang penting untuk mendorong
pertumbuhan dan pengembangan sektor maritim dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Dalam rangka meningkatkan peran Indonesia sebagai negara maritim, pemerintah Indonesia telah
merancang sejumlah program dan kebijakan strategis, di antaranya:

1. Pembangunan pelabuhan laut dan fasilitas maritim lainnya; Pembangunan pelabuhan laut dan fasilitas
maritim lainnya adalah pembangunan infrastruktur dan sarana yang berkaitan dengan pelayanan dan
aktivitas di sekitar pelabuhan serta fasilitas penting lainnya dalam kapal lainnya di laut, seperti dermaga,
jalan masuk, tongkang, gudang, pangkalan minyak, dan lain-lain (Lisbet et al., 2019). Pembangunan
pelabuhan dan instalasi maritim ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi operasional
pelabuhan, serta mempermudah proses kegiatan pelayaran bagi kapal-kapal dan kargo yang berlabuh
maupun berangkat dari pelabuhan tersebut. Selain itu, pembangunan pelabuhan dan fasilitas maritim
juga dapat menjadi faktor penting dalam pengembangan ekonomi regional dan nasional, serta
meningkatkan konektivitas antarwilayah dan internasional melalui jalur laut.

2. Pengembangan industri kelautan dan perikanan; Pengembangan industri kelautan dan perikanan
adalah upaya untuk memperluas dan mengembangkan aktivitas ekonomi di sektor kelautan dan
perikanan dengan tujuan untuk meningkatkan produksi dan kualitas produk perikanan, serta
meningkatkan nilai tambah dari proses produksi hingga distribusi (Hakim, 2013). Pengembangan
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industri kelautan dan perikanan juga mencakup pengembangan infrastruktur penangkapan ikan dan
budidaya, pengolahan, penyimpanan, pemasaran, serta pengembangan sumber daya manusia di sektor
kelautan dan perikanan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pengembangan industri kelautan
dan perikanan harus dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk
menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber daya kelautan dan perikanan serta meningkatkan
kesejahteraan masyarakat nelayan.
Peningkatan pelayaran nasional; Peningkatan pelayaran nasional adalah upaya untuk meningkatkan
efisiensi dan efektivitas dari transportasi laut dalam negeri yang bertujuan untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional (Sujarwanto & Syafril, 2015). Peningkatan ini dapat
dilakukan melalui pengembangan infrastruktur pelabuhan, peningkatan kualitas armada kapal dan
tenaga kerja pelaut, serta dukungan kebijakan yang mendorong investasi dan pertumbuhan industri
pelayaran. Dengan peningkatan pelayaran nasional, diharapkan dapat meningkatkan konektivitas
antarwilayah di Indonesia, meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global, serta membuka
peluang investasi yang menjanjikan di sektor pelayaran.
Pemanfaatan sumber daya laut secara optimal, termasuk melalui peningkatan investasi di sektor
kelautan dan perikanan, pariwisata bahari, dan energi laut. Pemanfaatan sumber daya laut secara
optimal sangat penting untuk melindungi dan mempertahankan keberlangsungan hidup lingkungan
laut, serta memperoleh manfaat ekonomi dari sektor kelautan dan perikanan, pariwisata bahari, dan
energi laut (Priyanta, 2021). Beberapa cara untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya laut secara
optimal antara lain:

b. Peningkatan investasi di sektor kelautan dan perikanan, termasuk budidaya ikan, pengolahan ikan,
dan perdagangan ikan. Investasi juga dapat dilakukan untuk memperbaiki infrastruktur pelabuhan,
kapal dan fasilitas perikanan lainnya.

c. Pengembangan pariwisata bahari dengan memperbaiki fasilitas pariwisata di sekitar pantai, pulau
dan terumbu karang, serta mempromosikan keunikan wisata bahari yang ada di Indonesia.

d. Pemanfaatan energi laut dengan cara memanfaatkan energi pasang surut, gelombang laut, dan
energi termal laut untuk menghasilkan listrik.

e. Konservasi dan pelestarian lingkungan laut berupa program rehabilitasi terumbu karang,
pemantauan kondisi laut dan pengawasan kegiatan perikanan agar tidak merusak lingkungan laut.

Dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut, kita bisa mencapai keseimbangan antara

kepentingan ekonomi dengan konservasi lingkungan laut dan mewujudkan kehidupan berkelanjutan

bagi masyarakat di sekitar pantai dan wilayah laut.

Meningkatkan kerja sama regional dan internasional untuk memperkuat peran Indonesia sebagai

negara maritim yang memimpin. Meningkatkan kerja sama regional dan internasional untuk

memperkuat peran Indonesia sebagai negara maritim yang memimpin adalah upaya untuk
memperkuat kedudukan Indonesia sebagai negara yang memiliki kekuatan maritim yang besar dan
dapat memimpin di kawasan maritim (Arisandy, 2015). Kerja sama tersebut meliputi berbagai bidang
seperti ekonomi, perdagangan, pertahanan, dan keamanan laut. Indonesia berupaya untuk
memperkuat kemitraan dengan negara-negara lain di kawasan maritim dan internasional untuk
memperkuat potensi dan keamanan maritim serta menjaga keutuhan wilayah perairan Indonesia.

Dengan cara ini, Indonesia dapat memperkuat perannya sebagai negara maritim yang berperan penting

dalam menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan maritim.
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Dengan konsep Kemaritiman yang kuat, Indonesia berharap bisa memanfaatkan potensi laut dan
wilayah perairannya secara lebih baik untuk meningkatkan perekonomian, sumber daya, dan peran
Indonesia di dunia internasional. Tidak hanya itu, Kemaritiman juga diharapkan dapat membantu
mengurangi kesenjangan antara wilayah pesisir dan pedalaman serta mempromosikan kekayaan budaya
dan alam Indonesia kepada dunia (Lamidi, 2022).

Model Implementasi Kebijakan Pengembangan Kemaritiman

Model Implementasi Grindle dilakukan dengan merumuskan kebijakan dan melaksanakan program
kerja berdasarkan prinsip-prinsip efektivitas dan efisiensi (Grindle, 1997). Secara umum, model ini mengacu
pada penggunaan teknik dan strategi yang baik untuk mencapai tujuan kemaritiman yang telah ditetapkan
(Roe, 2013). Beberapa prinsip penting yang harus diterapkan dalam model ini antara lain:

1. Terlibatnya semua pihak yang terkait: dalam menentukan kebijakan dan melaksanakan program kerja,
harus melibatkan semua pihak yang terkait, termasuk para pelaku industri, masyarakat, dan
pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kepentingan dan aspirasi dari semua
pihak dapat terakomodasi. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa
terlibatnya semua pihak yang terkait dalam pengembangan Kemaritiman di Indonesia sangatlah
penting. Baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat harus saling bekerjasama dan berkolaborasi
untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan harus memastikan
kebijakan yang diambil dapat membawa manfaat bagi semua pihak serta memperhatikan aspek
keamanan dan lingkungan. Sementara itu, swasta memiliki peran penting sebagai investor dalam
pengembangan Kemaritiman dan harus bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan serta
memberikan dampak sosial yang positif. Masyarakat juga harus terlibat dalam pengembangan
Kemaritiman dengan memperhatikan dan menjaga lingkungan maritim, mendukung pengembangan
pariwisata, serta memberikan kontribusi dalam meningkatkan perekonomian di daerah pesisir. Dengan
terlibatnya semua pihak yang terkait, diharapkan dapat meningkatkan sektor Kemaritiman di Indonesia
sehingga dapat memberikan manfaat bagi negara, masyarakat, dan lingkungan.

2. Fokus pada hasil: sukses atau tidaknya program kemaritiman harus diukur berdasarkan dampaknya
pada masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, fokus pada hasil harus menjadi prioritas utama dalam
mengembangkan kebijakan dan program kerja. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan
bahwa fokus pada hasil dalam pengembangan kemaritiman di Indonesia sangat penting untuk mencapai
tujuan yang diinginkan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi kelautan
dan perikanan yang dimiliki Indonesia serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam tersebut. Selain
itu, diperlukan pula upaya dalam meningkatkan infrastruktur dan teknologi kemaritiman, serta
menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi sektor kemaritiman. Melalui fokus pada hasil,
diharapkan Indonesia dapat menjadi negara maritim yang maju dan berdaya saing di tingkat
internasional.

3. Transparansi dan akuntabilitas: transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam mengembangkan
kebijakan dan program kerja. Dalam model ini, semua proses harus terbuka untuk umum dan dokumen
terkait harus tersedia untuk publik. Berdasarkan pembahasan mengenai transparansi dan akuntabilitas
dalam pengembangan kemaritiman di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa transparansi dan
akuntabilitas merupakan kunci penting dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi
pembangunan kemaritiman di Indonesia. Keterbukaan informasi dan akuntabilitas yang baik akan
mempermudah pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan
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pihak-pihak terkait dalam pengembangan sektor kemaritiman. Dalam upaya mencapai transparansi dan
akuntabilitas yang baik dalam pengembangan kemaritiman, dibutuhkan dukungan dan kolaborasi dari
berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, masyarakat, serta pengamat dan akademisi. Maka dari
itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya
transparansi dan akuntabilitas dalam pengembangan kemaritiman di Indonesia. Pemerintah juga harus
memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan dan program yang dilakukan di
sektor kemaritiman, sehingga dapat meminimalisir potensi terjadinya praktik korupsi, penggelapan
dana, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Dengan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam
pengembangan kemaritiman, diharapkan sektor ini dapat berkembang lebih optimal, memberikan
dampak ekonomi dan sosial yang positif bagi masyarakat dan negara, serta memberikan kontribusi yang
besar dalam mempertahankan kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia.

4. Mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data: keputusan yang tepat dan efektif hanya dapat
dicapaijika didukung oleh data yang akurat dan terverifikasi. Oleh karena itu, pengumpulan dan analisis
data harus menjadi prioritas dalam merumuskan kebijakan dan program kerja. Dari pembahasan yang
telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data
sangat penting dalam pengembangan kemaritiman di Indonesia. Ada beberapa alasan yang membuat
hal ini penting, antara lain:

a. Data yang akurat dan terpercaya akan membantu dalam mendukung keputusan yang tepat dan
efektif. Dalam pengembangan kemaritiman, data dapat membantu dalam menentukan strategi
terbaik, mengidentifikasi peluang baru, dan mengukur kinerja serta efektivitas program atau
kebijakan yang diterapkan.

b. Dengan adanya data yang akurat, akan mudah bagi pemerintah, pemangku kepentingan, atau
investor untuk mengidentifikasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang dapat
dikembangkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat meningkatkan
pembangunan ekonomi daerah dan nasional.

c. Pengambilan keputusan yang berbasis data juga akan membantu untuk meningkatkan akuntabilitas
dan transparansi di dalam pemerintahan. Dengan adanya data yang terukur dan dapat
dipertanggungjawabkan, maka keputusan yang dibuat akan lebih akuntabel dan dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

d. Pengambilan keputusan yang berbasis data akan meminimalkan risiko kesalahan atau kegagalan
dalam pengembangan kemaritiman. Data yang akurat dapat membantu mengidentifikasi risiko dan
meminimalkan kerugian dalam pengembangan proyek atau program yang telah dicanangkan.

Dalam keseluruhan, mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data sangat penting dalam
pengembangan kemaritiman di Indonesia. Hal ini dapat meningkatkan pembangunan ekonomi,
meminimalkan risiko kesalahan, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di dalam pemerintahan.
Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas data dan penggunaannya dalam
pengambilan keputusan. Dengan menerapkan model implementasi Grindle dalam pengembangan
kemaritiman di Indonesia, diharapkan program dan kebijakan yang dikembangkan dapat lebih efektif dan
efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, model ini juga dapat memastikan bahwa
semua pihak terlibat dan keputusan yang diambil didukung oleh data yang akurat dan transparan. Hal ini
akan membantu mempercepat pembangunan kemaritiman di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pesisir dan laut.
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Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengembangan sektor
kemaritiman di Indonesia merupakan hal yang sangat penting dan strategis. Kebijakan ini mencakup
beberapa gagasan dan konsep, antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan efisiensi
dan efektivitas sistem logistik, pengembangan infrastruktur, peningkatan produksi maritim, pengembangan
sektor pariwisata, serta peningkatan keamanan dan keselamatan di laut. Pengembangan sektor
kemaritiman di Indonesia dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan
lapangan kerja, peningkatan daya saing, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Oleh
karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan kebijakan ini.
Namun, untuk mewujudkan kebijakan ini, masih terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi, seperti
keterbatasan anggaran, kebijakan yang belum terkoordinasi dengan baik, serta kurangnya ketersediaan
sumber daya manusia yang berkualitas di sektor kemaritiman. Pemerintah perlu terus memperbaiki
kebijakan dan program yang telah dijalankan sebelumnya, serta meningkatkan koordinasi dengan berbagai
pihak terkait dalam mewujudkan tujuan pengembangan sektor kemaritiman di Indonesia.
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